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 STRUKTUR ORGANISASI DAN ALUR KOORDINASI TIM KOORDINASI DAERAH  

 

 

 



TAHAP PERENCANAAN :  

PROSES PENYUSUNAN USULAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAHAP PELAKSANAAN DAN PASCA PELAKSANAAN:  

PROSES PEMANTAUAN TRIWULANAN DAN EVALUASI  

TIM KOORDINASI DAERAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemantauan Pelaksanaan 

Kegiatan oleh SKPD dan Balai 

RAPAT TRIWULANAN TIM KOORDINASI DAERAH 

 

Laporan Triwulanan Kegiatan DAK Provinsi dan 

Kab/Kota 

   

Laporan Triwulan: 
• Hasil evaluasi (sesuai kriteria) 
• Rencana pengendalian pelaksanaan 

proyek; 
• Pelaksanaan Kegiatan (tim 

lelang+kontrak); 
• Progres (Koordinat dan kondisi 0%, 

50%, 100%).  

KRITERIA 

• Kesesuaian RK dengan prioritas 

nasional; 

• Kesesuaian RK dengan DPA Daerah; 

• Kesesuaian RK yang telah ditetapkan 

dengan pelaksanaannya;  
• Kesesuaian hasil pelaksanaan kegiatan 

dengan dokumen kontrak yang telah 

ditetapkan; 

• Kesesuaian pencapaian output hasil 

pelaksanaan kegiatan dengan target RK;  
• Kesesuaian pencapaian outcome hasil 

pelaksanaan kegiatan dengan target RK; 

dan 

• kepatuhan dan ketertiban pelaporan. 

 

Evaluasi 

Tidakk 

YA 

Kinerja 

Tercapai 

Permasalahan 
dan tindakan 

perbaikan 



 

ALUR KOORDINASI ANTARA TIM KOORDINASI PUSAT DAN TIM KOORDINASI DAERAH 
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